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DESKRIPSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

A. Partai Persatuan Pembangunan

Partai Persatuan Pembangunan atau biasa dikenal dengan PPP merupakan
salah satu partai politik di Indonesia dan memproklamirkan diri sebagai “Rumah

Besar Umat Islam.”

1. Latar belakang berdirinya PPP

Partai Persatuan Pembagunan (PPP) didirikan tanggal 5 Januari 1973,
sebagai hasil fusi politik empat partai Islam, yaitu Partai Nadhlatul Ulama, Partai
Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (SI), dan Partai
Islam Perti. Fusi ini menjadi simbol kekuatan PPP, yaitu partai yang mampu
mempersatukan berbagai faksi dan kelompok dalam Islam. Untuk itulah wajar
jika PPP kini memproklamirkan diri sebagai “Rumah Besar Umat Islam”. PPP
yang berasaskan Islam Dberketetapan hati dan bertekad dengan segenap
kemampuannya untuk berusaha mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus
1945, yakni terwujudnya masyarakat adil dan makmur, rohaniah dan jasmaniah
yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam wadah Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
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PPP didirikan oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat
Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan
pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR. Para deklarator itu

adalah:

* KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama;

* H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai

Muslimin Indonesia (Parmusi);

* Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSI|I;

* Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti; dan

* Haji Mayskur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi

DPR.

PPP berasaskan Islam dan berlambangkan Ka'bah. Akan tetapi dalam
perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, PPP pernah
menanggalkan asas Islam dan menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan
sistem politik dan peratururan perundangan yang berlaku sejak tahun 1984. Pada
Muktamar | PPP tahun 1984 PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila dan
lambang partai berupa bintang dalam segi lima. Setelah tumbangnya Orde Baru
yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998 dan dia
digantikan oleh Wakil Presiden B.J.Habibie, PPP kembali menggunakan asas
Islam dan lambang Ka'bah. Secara resmi hal itu dilakukan melalui Muktamar IV

akhir tahun 1998. Walau PPP kembali menjadikan Islam sebagai asas, PPP tetap
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berkomitemen untuk mendukung keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila. Hal ini
ditegaskan dalam Pasal 5 AD ART PPP yang ditetapkan dalam Muktamar VI
Bandung 2011 bahwa: “Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang
adil, makmur, sejahtera lahir batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah rida Allah Subhanahu

Wata’ala.

PPP merupakan partai politik penerus estafeta empat partai Islam dan
wadah penyelamat aspirasi umat Islam, serta cermin Kkesadaran dan
tanggungjawab tokoh-tokoh umat Islam dan Pimpinan Partai untuk bersatu, bahu-
membahu membina masyarakat agar lebih meningkatkan keimanan dan
ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa T'a'ala melalui perjuangan politik. PPP
yang berasaskan Islam berketetapan hati dan bertekad dengan segenap
kemampuannya untuk berusaha mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus
1945, yakni terwujudnya masyarakat adil dan makmur, rohaniah dan jasmaniah
yang diridlai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wadah Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Platform Partai

PPP berpendapat bahwa Islam sebagai syari’at terakhir yang diturunkan
Allah Subhanahu wa T'a'ala kepada umat manusia di muka bumi adalah suatu
kebenaran mutlak yang mengandung tuntunan kebajikan yang bersifat universal
serta meliputi seluruh aspek kehidupan dan berlaku sepanjang masa. Islam

sebagai agama (ad-dien) mengandung nilai kebenaran absolut karena ajarannya
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diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia untuk
memuliakan martabat kemanusiaan pada derajat yang paling sempurna di antara
ciptaan-Nya. Islam sebagai ad-dien merupakan sekumpulan perintah dan larangan
(syariat) yang mengandung tuntunan kebajikan bertujuan menebarkan kedamaian

dan kasih sayang untuk sekalian alam semesta (rahmatan lil ‘alamiin).

PPP memandang bahwa paham keagamaan yang dianut mayoritas umat
Islam Indonesia dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia adalah paham
keagamaan ahlussunnah wal jama’ah dalam arti luas. Yaitu suatu paham
keagamaan yang bersandar kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat
sertasalaf as-sholeh. Paham keagamaan Islam ahlus sunnah wal jama’ah adalah
paham keagamaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi (tawasuth),
toleransi (tasamuh),menjaga keseimbangan (tawazun), dan menebarkan nilai-nilai
kasih sayang untuk semesta alam (rahmatan lil ‘alamiin). Paham
keagamaan ahlussunnah wal jama’ah menolak segala bentuk sikap dan pandangan

yang ekstrim(tatharruf), anarkisme, radikalime dan budaya kekerasan lainnya®*.

Islam sebagai ideologi dimaksudkan bahwa seluruh pemikiran, sikap dan
kebijakan Partai dan kader-kadernya harus bersumber dari ajaran Islam. Ideologi
adalah sekumpulan nilai yang dihubungkan secara sistemik yang menjadi dasar
sebuah tindakan. Ideologi adalah penuntun, pedoman dan arah untuk mencapai
tujuan politik. Untuk itu perlu terus dilakukan penanaman dan internalisasi nilai-

nilai ideologi kepada semua kader dan komponen partai yang hakikatnya

%Dokumen AD ART Muktamar V111 Partai Persatuan Pembangunan, 21-26
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merupakan aparat ideologi partai (ideological party aparatus) untuk mencapai
tujuan dan cita-cita kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai

dengan visi dan misi PPP.

Islam sebagai ideologi dimaksudkan bahwa internalisasi nilai-nilai
ideologi harus menjadi warna, corak, dan shibghah (identitas) Partai, yang
melambangkan keluhuran dari ajaran Islam. PPP harus menyadari bahwa sebagai
Partai yang membawa ideologi Islam memiliki beban dan tanggung jawab yang

sangat besar untuk menjaga kehormatan dan marwah agama Islam.

a. Program Kerja Partai PPP

Berdasarkan sejarah perjuangan dan jati diri di atas, maka visi PPP adalah
“Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara
Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya
supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta
menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang

berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman”.

Di bidang agama, platform PPP menegaskan tentang; Perlunya penataan
kehidupan masyarakat yang Islami dan berakhlaqul karimah dengan prinsip amar
makruf nahi munkar; Pentingnya peran agama (Islam) sebagai panduan moral dan
sumber inspirasi dalam kehidupan kenegaraan; Paradigma hubungan antara Islam
dan negara yang bersifat simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan
memelihara, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan

lokalitas keindonesiaan, dan komitmen pada prinsip dan sikap toleransi antar umat
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beragama. Sementara itu di bidang politik, PPP berkomitmen untuk meningkatkan
kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia, terutama pada aspek penguatan
kelembagaan, mekanisme dan budaya politik yang demokratis dan berakhlaqul
karimah. PPP menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), menghargai
kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi, terwujudnya good and
clean goverment, dan upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Platform ekonomi PPP mempertegas keberpihakannya pada konsep dan
sistem ekonomi kerakyatan, terwujudnya keadilan ekonomi, penyediaan lapangan
kerja, pengentasan kemiskinan, penguasaan negara terhadap cabang-cabang
ekonomi yang menguasai hidup orang banyak, maksimalisasi peran BUMN dan
BUMD, dan mendorong peningkatan keswadayaan nasional (unit usaha
keluarga/individual, usaha swasta, badan usaha negara dan koperasi) demi

terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat dan bangsa Indonesia.

PPP berkomitmen pada upaya tegaknya supremasi hukum, penegakan
HAM, terwujudnya tradisi kepatuhan hukum dan tradisi berkonstitusi,
pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, pembaruan hukum nasional,
terciptanya tertib sipil dan rasa aman masyarakat, penguatan institusi dan

instrumen penegak hukum, serta penguatan moralitas penegak hukum.

PPP berjuang demi terwujudnya kehidupan sosial yang religius dan
bermoral, toleran dan menjunjung tinggi persatuan, taat hukum dan tertib sipil,

kritis dan kreatif, mandiri, menghilangkan budaya kekerasan, terpenuhinya rasa
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aman masyarakat, mencegah segala upaya marjinalisasi dan kolonisasi budaya
lokal baik atas nama agama maupun modernitas dan pembangunan,
mengembangkan nilai-nilai sosial budaya yang bersumber pada ajaran etik, moral
dan spiritual agama, serta mengembangkan seni budaya tradisional dan daerah
yang memperkaya seni budaya nasional yang didalamnya dijiwai oleh nilai-nilai

keagamaan.

PPP berkomitmen pada terwujudnya manusia Indonesia yang berkualitas
yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta kualitas
kesehatan yang baik. Program pembangunan kesejahteraan hendaknya diarahkan
pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan umum seperti
pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial yang adil dan merata serta menjangkau

seluruh lapisan masyarakat.

PPP bertekad menjadikan bidang pendidikan sebagai prioritas dan titik
tolak pembangunan kesejahtaraan, yang darinya diharapkan lahir manusia

Indonesia yang cerdas, trampil, mandiri dan berdaya saing tinggi.

Visi politik luar negeri PPP diorientasikan pada upaya mengembangkan
politik luar negeri yang bebas dan aktif, dalam arti bahwa Indonesia ikut aktif
memajukan perdamaian dunia dan menentang segala bentuk penjajahan, menolak
ketergantungan terhadap pihak luar manapun yang dapat mengurangi kedaulatan
Indonesia, memelihara persahabatan antara negara Republik Indonesia dengan

negara-negara lain atas dasar saling menghormati dan kerjasama menuju
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terwujudnya perdamaian dunia yang adil, beradab dan dengan prinsip

keseimbangan.

Misi PPP (Khidmat Perjuangan) PPP berkhidmat untuk berjuang dalam
mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertagwa
kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan

ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim).

Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme,
komunisme/marxisme/leninisme, serta sekularisme, dan pendangkalan agama

dalam kehidupan bangsa Indonesia.

PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan
kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan
nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan
ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian PPP
mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, faham-faham yang
melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya

kekerasan.

PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan
dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan
ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah
dan menentang proses disintegrasi, perpecahan dan konflik sosial yang

membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-bhineka tunggal mika.



49

PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan
kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang
sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian
PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme,

kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang mendzalimi rakyat.

PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka
mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridlai oleh Allah SWT,
baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur. Dengan demikian PPP mencegah
berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya,
pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di
tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis

kemiskinan.

3. Sejarah di tubuh PPP

PPP menegaskan dirinya sebagai partai Islam yang berorientasi
keindonesiaan dan keumatan. Artinya, PPP berbeda dengan partai-partai sekuler
yang tidak berasas Islam dan cenderung memisahkan secara diametral antara
Islam dan negara, serta menjauhkan peran-peran Islam dalam kehidupan
kenegaraan. Sebagai partai Islam, PPP juga menegaskan perbedaan dirinya
dengan partai-partai Islam lain yang berpaham fundamentalis-radikal, yang lebih
menonjolkan simbol dan agenda universal Islam di atas kepentingan bangsa dan
negara Indonesia. Identitas Islam PPP mencerminkan corak “Islamnya orang

Indonesia” atau “Islam keindonesiaan”, yang berpegang pada prinsip harmoni
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antara universalitas Islam dan lokalitas keindonesiaan. Dalam hal ini, hubungan
Islam dan negara bersifat simbiotik, sinergis, serta saling membutuhkan dan
memelihara. Ini sesuai dengan tujuan politik PPP yang diorientasikan bagi
terwujudnya negara Indonesia yang damai, makmur, sejahtera serta religius dan
bermoral. Dalam perjuangannya, PPP berpegang pada pemahaman Islam yang
inklusif, moderat, santun, serta anti kekerasan dan anti redikalisme, sebagai

penjabaran dari Islam yang Rahmatan Lil Alamin.

PPP yang dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973 merupakan hasil
fusi politik partai-partai Islam yang ada saat itu, sekaligus sebagai kelanjutan dari
perjuangan politik Islam sejak masa kemerdekaan, yakni sejak lahirnya organisasi
pergerakan Islam modern seperti Syarikat Dagang Islam (1905) yang kemudian
menjadi Partai Syarikat Islam, Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Ulama (1926),
MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia), Masyumi dan lain-lain. Meskipun memiliki
4 (empat) aliran sekaligus di dalamnya dan akhirnya disatukan dalam PPP maka
menjadi sebagai wadah perjuangan aspirasi politik umat Islam yang terus berjuang
untuk membawakan aspirasi dan kepentingan umat dan bangsa, terutama dalam
menjaga agar produk-produk peraturan perundang-undangan tetap berada dalam

nafas dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

. Perbandingan Perolehan Suara PPP dalam Pemilu

PPP sudah mengikuti sebanyak enam kali sejak tahun 1977 sampai pemilu

dipercepat tahun 1999 dengan hasil yang fluktuatif, turun naik.
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Berikut adalah perbandingan perolehan suara PPP pada Pemilu secara

nasional dari tahun ke tahun:

Tabel 3.1

Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan dari Pemilu 1977-2014

PARTAI TAHUN

2014 | 2009 2004 1999 1997 1992 1987 1982 1977

PPP 6,53% | 5,3% | 8,15% | 10,71% | 11,12% | 14,59% | 1597% | 27,78% | 29,29%

Sumber: http://www.kpu.go.id

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya PPP mengalami penurunan
suara dari tahun ke tahun. Pada Pemilu 1977 merupakan tahun kejayaan PPP
sebab meraih 18.745.565 suara atau 29,29 persen, dimana perolehan ini adalah
yang tertinggi dibandingkan dengan Pemilu di tahun-tahun yang akan
mendatang. Sedangkan dari sisi perolehan kursi, PPP mendapatkan 99 kursi
atau 27,12 persen dari 360 kursi yang diperebutkan. Pada Pemilu 1982 PPP
mendapatkan 94 kursi atau 26,11 persen dari 364 kursi yang diperebutkan.
Hingga pada Pemilu tahun-tahun berikutnya pun PPP tetap mengalami
penurunan. Dimana pada Pemilu 1999 PPP meraih 11.329.905 suara atau
10,71 persen. Dari sisi perolehan kursi, PPP meraih 58 kursi atau 12,55 persen

dari 462 kursi yang diperebutkan.

Selama Pemilu yang diselenggarakan pemerintahan otoriter Orde Baru,
PPP selalu berada dalam keadaan tertindas. Kader-kader PPP dengan segala
alat kekuasaan Orde Baru dipaksa meninggalkan partai, jika tidak maka

dianiaya. Selama masa Orde Baru banyak kader-kader PPP terutama di daerah


http://www.kpu.go.id/
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yang ditembak, dipukul, dan malah ada yang dibunuh. Saksi-saksi PPP
diancam, suara yang diberikan rakyat ke PPP dimanipulasi untuk kemenangan
Golkar, mesin politik Orde Baru. Jadi kalau ada yang menyatakan PPP adalah
bagian dari Orde Baru sangat tidak beralasan. Karena faktanya bahwa dalam
Pemilu 1999, 2004, dan 2009 suara PPP selalu turun. Dan ini merupakan

tantangan bagi kepengurusan PPP.

C. Sejarah Konflik PPP

Kedekatan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali
dengan Partai Gerindra memicu perpecahan dalam pengurus PPP. Konflik PPP
memang sudah ada sejak awal berdirinya partai tersebut mengingat corak
keberagamannya. Hanya saja jika direlevansikan dengan konflik PPP yang terjadi
setahun belakangan ini maka jelas berbeda. Konflik PPP masa Orde Baru hanya
seputar ideologi di kalangan internal saja dan menyebabkan persoalan pembagian
jatah kursi. Namun konflik PPP sekarang bukan tentang ideologi lagi melainkan
juga disebabkan oleh intervensi dari pihak luar, terlebih menjelang Pemilihan
Presiden tahun 2014 lalu. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan pandangan
dari kepengurusan dalam hal keputusan untuk berkoalisi. Ini membuktikan
bahwasanya konflik PPP sekarang bukan hanya melibatkan internal partai saja
melainkan juga sedikit banyak sudah melibatkan pihak luar. Logikanya tidak
akan ada perbedaan pandangan dalam hal berkoalisi jika tidak ada pula intervensi

dari pihak luar.
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Berikut kronologi konflik PPP dari masa ke masa:

1. Konflik antar faksi pada awal PPP berdiri 1973

PPP dibentuk hasil dari peleburan kekuatan beberapa Partai Islam. Di
dalam PPP berisi di antaranya Partai NU, MI, SI dan Perti. Peleburan itu buah dari
program penataan kehidupan politik yang dirancang oleh Ali Murtopo pada 1973.
Akibat peleburan itu, PPP langsung menuai konflik. Penyebabnya karena
ketimpangan massa di internal partai yang berujung pada perebutan kursi di
parlemen. NU sebagai kekuatan terbesar kala itu kerap dirugikan.

2. Konflik John Naro dan politisi NU pada 1978

Secara dramatis tanpa melalui rapat partai maupun muktamar, John Naro
mengkudeta kepengurusan PPP. Dia menjabat sebagai Ketua Umum PPP pada
1979. John, mewakili kubu modernis (Parmusi) melakukan perubahan radikal
dengan cara menyingkirkan banyak politisi-politisi NU yang disebut sebagai
kelompok tradisional.

Maka sejarah mencatat konflik ini disebut sebagai perpecahan antara kubu
modernis dan tradisional. Konflik ini terang-terangan, baik dalam susunan
kepengurusan partai maupun dalam penentuan DCS (daftar calon sementara)
jelang pemilu 1982, di mana kala itu banyak politisi NU harus terpental dari
nomor urut jadi. Gaya otoriter John Naro ini akhirnya disikapi serupa oleh para
elite NU pada Musyawarah Nasional NU pada 1983. Munas Alim Ulama yang di
gelar di Situbondo, NU memutuskan keluar dari PPP dan kembali ke khittah

1926.
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Keluarnya NU itu memberi pengaruh buruk bagi PPP pada pemilu 1987.
Waktu itu perolehan suara nasional partai Kabah jeblok menjadi 15,6 persen.
Padahal pada pemilu sebelumnya (1982), PPP memperoleh suara nasional 27,78
persen.

3. Suara PPP pada Pemilu 1987 merosot, John Naro dicopot

Merosotnya suara PPP pada Pemilu 1987 ini kemudian berakibat

dicopotnya Naro dari posisi ketua umum pada muktamar PPP 1989. Kendati
penggantinya bukan dari unsur NU (yakni Buya Ismail Hasan Metareum), tapi
kejatuhan Naro ini mendapat sambutan positif dari banyak kubu, terutama tokoh-
tokoh NU.

4. PPP terbelah saat pemilu 1999

Gelombang reformasi 1998 berpengaruh terhadap PPP. Partai ini
mengalami masalah-masalah serius yang berpengaruh pada perolehan suara
nasional pada Pemilu 1999. Konflik internal yang menjadi ciri khas partai ini
masih seputar masalah sektarian, yang kemudian membelah-belah basis massa
partai. Misalnya, ketika Gus Dur membentuk PKB. Meski PKB bukan sempalan
PPP, tapi terbentuknya PKB otomatis menggerogoti suara PPP dari basis massa
NU. Begitu juga dengan pembentukan PAN oleh Amien Rais. Meski PAN juga

bukan sempalan PPP, tapi basis massa PPP dari Muhammadiyah pun habis. Paling
mencolok adalah pembentukan PBR oleh Zaenuddin MZ. PBR ini dikenal sebagai
sempalan dari PPP. Akibat dari terbelah-belahnya basis massa PPP itu, pada

Pemilu 1999 suara mereka jeblok hanya sebesar 10 persen.
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5. Konflik usai Pemilu 2014, kubu SDA dan Romahurmuzzy

Pada Pemilu 2004 dan 2009, PPP nampak tenang. Tidak ada konflik
mencolok di internal partai Kabah itu. Namun suasana berubah drastis usai
Pemilu 2014. Prahara kembali melanda partai ini. Dipicu sikap SDA menghadiri
kampanye Partai Gerindra yang dinilai oleh 26 pengurus DPW PPP di daerah
sebagai "perselingkuhan politik”, lalu konflik menukik tajam hingga sampai
ancaman pemecatan terhadap pengurus DPW bersama Sekjend oleh SDA.
Namun ancaman itu dilawan oleh kubu wakil ketua dan Sekjend PPP dan
pengurus DPW. Mereka malah menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas)
membahas Mukernas Ill. Rapat itu tidak dihadiri SDA. Alih-alih datang, dia

malah hendak menggelar rapat pleno menyelesaikan masalah tersebut.

D. Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur

PPP di Jawa Timur layaknya PPP di daerah lain juga memiliki kantor
DPW, DPC, dan juga Ranting. Adapun untuk kantor DPW nya terletak di Jalan
Kendangsari nomor 36 Surabaya, sedangkan untuk DPC bertempat di Jalan
Adityawarman Surabaya.

Seperti yang telah dibahas sekilas diatas bahwasanya Jawa Timur secara
tidak langsung merupakan lumbung suara bagi PPP, sebab memang PPP adalah
partai yang berazaskan Islam dengan mayoritas NU. Hal ini sesuai dengan Jawa
Timut yang juga merupakan basis dari NU. Dalam PPP Jawa Timur khususnya di
DPW, struktur kepengurusannya terbagi menjadi 2 kubu, yakni Kubu

Romahurmuziy dan Kubu Djan Faridz. Meskipun begitu, nyatanya memang DPW
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PPP Jawa Timur ini dikuasai oleh kubu dari Romahurmuziy selaku Ketua Umum
DPP PPP periode 2015-2019 hasil dari Muktamar Surabaya. Bahkan hingga status
PPP yang paling mutakhir yakni hasil PT TUN dimenangkan oleh PPP kubu
Romy namun akhirnya dibatalkan oleh pihak KPU tetap saja PPP Jawa Timur
secara umum dan DPW PPP Jawa Timur pada khususnya adalah kubu yang
memihak pada Romy.

1. Muktamar Surabaya

Konflik yang semakin memanas di internal elit PPP terlebih saat
menjelang pilpres tahun lalu itu menyebabkan diselenggarakanlah Muktamar
sebanyak 2 kali. Adapun Muktamar oleh kubu Emron Pangkapi yang akhirnya
menghasilkan Romahurmuziy menjadi Ketua Umum DPP PPP dilaksanakan di
Surabaya pada 15-18 OKtober 2014. Sedangkan muktamar tandingannya dari
kubu Suryadharma Ali dilaksanakan di Jakartai pada 30 Oktober- 2 November
2014.

Muktamar Surabaya merupakan Muktamar yang administrasinya paling
lengkap sejak awal berdiri PPP. Muktamar Surabaya, semua tanda hadir peserta
diperkuat dg akte notaries yang dating sesuai AD ART. DPW 28% dan DPC 90%
dan dilampiri SK. Tanggal 25 Oktober menerima SK Pengesahan tentang
Muktamar Surabaya®. Dilaksanakannya dua Muktamar bagi PPP ini
membuktikan bahwa memang ada faksi-faksi dalam PPP. Dan hasil dari kedua

muktamar ini juga berimbas pada kepengurusan di tubuh PPP.

%Musyaffa’ Noer, Wawancara, Inderapura Surabaya, 08 Juli 2015.
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2. Struktur Kepengurusan Partai

Seperti yang telah dibahas diatas bahwasanya memang ada faksi-faksi
dalam tubuh PPP. Khususnya dalam DPW PPP Jawa Timur sendiri terdapat dua
kubu, yakni kubu Romahurmuziy selaku ketua umum hasil dari Muktamar
Surabaya dan juga kubu dari Djan Faridz hasil muktamar Jakarta.
Berikut adalah kepengurusan di DPW PPP Jawa Timur versi Romahurmuziy:

Tabel 3.2
Susunan Dan Personalia
Pengurus Harian Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah

Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Timur
Masa Bakti 2011-2016 versi Romahurmuziy

NO NAMA JABATAN
1. | Drs. H. M. Musyaffa’ Noer M.Si MM Ketua

2. | KH. A. Mujib Imron, SH, MH. Wakil Ketua
3. | Habib Mahdi, SE, SH. Wakil Ketua
4. | H. M. Mahrus Yasin SmHk, B.Sc Wakil Ketua
5. | Hj. Munjidah Wahab, BA. Wakil Ketua
6. | DR. H. Abdul Rohim, SH, MH. Wakil Ketua
7. | Drs. M. Ibrahim Adib, SH. Wakil Ketua
8. | Hj. Dewi Khalifah, SH, MH. Wakil Ketua
9. | H. Sunaryo Abuma’in, SHI, MM. Wakil Ketua
10. | H. A. Zainuri Ghazali, SH. S.IP, MH, MM. Wakil Ketua
11. | KH. Kholil Muhammad Wakil Ketua
12. | H. Ahmad Habibullah Wakil Ketua
13. | Norman Zain Nahdi, SE. Sekretaris
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14. | Zuman Malaka, SH, SHI, S.Pdl, MH, M.PdI Wakil Sekretaris
15. | Hj. Nurul Azizah M. Pd, M. Si Wakil Sekretaris
16. | Hj. Ririn Muktamiroh Cholil, S. Pdl, MM. Wakil Sekretaris
17. | Drs. H. Abd. Mutholib AM, MM. Wakil Sekretaris
18. | H. Yusuf Susanto, SH, MBA. Wakil Sekretaris
19. | Hj. Hamidah, SH. Wakil Sekretaris
20. | Lia Istifhama , S. Sosl. Wakil Sekretaris
21. | H. Abdul Hakim Hidayat, SE. Wakil Sekretaris
22. | Lilik Ervawati, S.Pd, M. Pd.I Wakil Sekretaris
23. | Drs. H. Sidqus Sahdi Wakil Sekretaris
24. | Hj. Uswatun Hasanah, S. Ag. Bendahara

25. | Drs. Ec. H. Abd Mujib, SH. Wakil Bendahara

Sumber: Dokumen AD ART Muktamar VIII Partai Persatuan
Pembangunan

Adapun berikut susunan kepengurusan DPW PPP Jawa Timur versi Djan

Faridz:
Tabel 3.3
Susunan Dan Personalia
Pengurus Harian Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah
Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Timur
Masa Bakti 2011-2016 versi Djan Faridz

NO NAMA JABATAN
1. | Dr. KH. Masykur Hasyim, MM MBA Ketua

2. | Dr. KH. RP. Mujahid Anshori Wakil Ketua




3. | H. Minardi SH. Wakil Ketua
4. | KH. Mujib Imron SH Wakil Ketua
5. | Dra. Hj. Ririn Mu’tamiroh. Wakil Ketua
6. | H. M. Ikrom Hasan Wakil Ketua
7. | Drs. KH. Agus Samsul Watoni Wakil Ketua
8. | Hj. Muniroh Munir. Wakil Ketua
9. | H. Abdi Subhan SH Wakil Ketua
10. | H. Norman Fauzi SH. Wakil Ketua
11. | KH. Muhdor Sholeh Qosim Wakil Ketua
12. | H. M. Sya’roni Arief SH Wakil Ketua
13. | Sambar Amir Pramaha Sag MH. Wakil Ketua
14. | Drs. KH Fuad Anwar Wakil Ketua
15. | Hj. Umi Maslamah Wakil Ketua
16. | Hj. Latifah Hanim Wakil Ketua
17. | Drs. H Mahfud M. Nur. Wakil Ketua
18. | Ir. H. Matorurrozaqg. Wakil Ketua
19. | KH. Nurun Tajjala. Wakil Ketua
20. | KH. Habibullah. Wakil Ketua
21. | H. Moch Mahfudh, SH MSi Sekretaris
22. | Abdul Rosyid Sag Wakil Sekretaris
23. | Drs. Ali Wajdi Wakil Sekretaris
24. | Hj Nur Hasanah. Wakil Sekretaris
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25. | Ir. H. Mohammad Aris, SH. Wakil Sekretaris
26. | Dr. Hj Choiruroh Wakil Sekretaris
27. | Abdul Fatah SH Wakil Sekretaris
28. | H. Saichan SH Wakil Sekretaris
29. | M. Amin Sag Wakil Sekretaris
30. | H. Baihaqgi SH Wakil Sekretaris
31. | Dra. Hj Mimin Austiyana MA Bendahara

32. | H. Heri SE Wakil Bendahara
33. | Hj. Aisyah Wakil Bendahara
34. | Hj. Zuhroh Usman Wakil Bendahara
35. | Juffa Shodiq Wakil Bendahara
36. | Marji’in Syam SH Wakil Bendahara
37. | Hj. Jamilah Wakil Bendahara

Sumber: Arsip pribadi Masykur Hasyim (kubu Djan Faridz)
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